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Abstrak  

Hubungan  antara  hukum  lingkungan  dan  perlindungan  lingkungan sangatlah erat dan saling mendukung. Hukum 

lingkungan mencakup seperangkat peraturan, kebijakan, dan norma yang dirancang untuk mengatur interaksi manusia 

dengan lingkungan, dengan tujuan utama untuk melindungi ekosistem dan sumber daya alam. Melalui hukum 

lingkungan, berbagai aspek, seperti pengelolaan limbah, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengendalian 

pencemaran, diatur secara sistematis, tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat Hubungan Hukum Lingkungan 

dengan Perlindungan Lingkungan.  Fokus utamanya tentang sudah atau belumnya Hukum Lingkungan memberikan 

Perlindungan terhadap Lingkungan terutama yang ada di Indonesia. Jenis penelitian ini mengadopsi pendekatan studi 

kepustakaan yang mengedepankan proses pengumpulan data melalui penelaahan sumber-sumber literatur. Metodologi 

yang diterapkan dalam penelitian ini mengikuti beberapa tahapan sistematis, meliputi pengkajian literatur, penentuan 

judul, penyaringan abstrak, pemilihan naskah lengkap, dan penyusunan mini-review. Hasil dari penelitian ini 

mengemukakan bahwa tidak berjalannya hukum lingkungan menjadi tantangan besar dalam perlindungan lingkungan. 

Penegakan hukum yang lemah, korupsi, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya kesadaran publik menjadi faktor 

utama yang harus diatasi. Untuk meningkatkan perlindungan lingkungan, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, 

masyarakat, dan sektor swasta dalam menegakkan hukum yang ada dan menciptakan kesadaran akan pentingnya 

lingkungan yang sehat. 

 

Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Perlindugan Lingkungan, A Mini Review 

 

 

 

PENDAHULUAN 
 

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan 

kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi 

kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Keberadaan lingkungan hidup sangat penting dalam 

menunjang kehidupan seluruh makhluk di bumi, sehingga perlindungan dan pengelolaannya mutlak diperlukan 

(Zanubiya & Triyadi, 2024). Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, berbagai aktivitas manusia 

telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi lingkungan. Industrialisasi, urbanisasi, dan eksploitasi 

sumber daya alam yang tidak terkendali telah mengakibatkan berbagai permasalahan lingkungan yang semakin 

kompleks dan mengkhawatirkan (Nasution, 2024). 

Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Pencemaran udara, air, 

dan tanah, deforestasi, kepunahan spesies, serta perubahan iklim global merupakan beberapa contoh dampak negatif 

dari aktivitas manusia yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan (Tunggala et al., 2024). Dalam 

menghadapi berbagai permasalahan lingkungan tersebut, diperlukan suatu instrumen hukum yang dapat memberikan 

perlindungan dan kepastian hukum bagi lingkungan hidup. Hukum lingkungan hadir sebagai seperangkat aturan yang 

mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjamin keberlanjutannya (Prianto et al., 

2019). 

Hukum lingkungan memiliki peran strategis dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Melalui berbagai regulasi 

dan kebijakan yang dikeluarkan, hukum lingkungan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan 

pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan (Nursya, 2023). Perkembangan hukum lingkungan di Indonesia 

telah mengalami evolusi yang cukup signifikan. Dimulai dari UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian diganti dengan UU No. 23 Tahun 1997, dan terakhir dengan UU No. 

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Fadhilah et al., 2022). 

Keberadaan hukum lingkungan tidak hanya sebatas pada aspek pengaturan normatif semata, tetapi juga mencakup 

aspek penegakan hukum yang efektif. Implementasi hukum lingkungan yang konsisten dan tegas diperlukan untuk 

memberikan efek jera bagi para pelaku perusakan lingkungan (Utomo et al., 2023). Hubungan antara hukum lingkungan 
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dengan perlindungan lingkungan bersifat integral dan tidak dapat dipisahkan. Hukum lingkungan memberikan landasan 

yuridis bagi upaya perlindungan lingkungan, sementara perlindungan lingkungan merupakan tujuan utama dari 

pembentukan hukum lingkungan (Maulidyna, 2022).  

Dalam konteks global, hukum lingkungan internasional juga memainkan peran penting dalam upaya perlindungan 

lingkungan. Berbagai konvensi dan perjanjian internasional telah disepakati untuk mengatasi permasalahan lingkungan 

yang bersifat lintas batas Negara (Kurniawan et al., 2021; Andin et al., 2024). Prinsip-prinsip hukum lingkungan seperti 

prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip kehati-hatian, dan prinsip pencemar membayar menjadi pedoman dalam 

upaya perlindungan lingkungan. Prinsip-prinsip tersebut telah diadopsi dalam berbagai regulasi lingkungan di tingkat 

nasional maupun internasional (Assyifa, 2024). Perlindungan lingkungan melalui instrumen hukum juga mencakup 

aspek pencegahan dan pengendalian pencemaran. Berbagai regulasi teknis telah ditetapkan untuk mengatur standar 

baku mutu lingkungan, pengelolaan limbah, dan perizinan lingkungan (Fauzia & Siska, 2021). 

Partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan juga mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Hak 

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan 

(Anwar & Farhaby, 2022). Penegakan hukum lingkungan melibatkan berbagai instrumen, baik administratif, perdata, 

maupun pidana. Sanksi administratif dapat berupa pencabutan izin, denda administratif, atau penutupan usaha. Sanksi 

perdata dapat berupa gugatan ganti rugi dan pemulihan lingkungan, sementara sanksi pidana dapat berupa pidana 

penjara dan denda (Laily, 2022). 

Tantangan dalam penegakan hukum lingkungan antara lain adalah kompleksitas permasalahan lingkungan, 

keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, serta masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Diperlukan upaya 

sinergis dari berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan tersebut (Wijaya & Ruslie, 2024). Peran 

pemerintah dalam perlindungan lingkungan tidak hanya sebatas pada aspek regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga 

mencakup aspek pembinaan dan pengawasan. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kegiatan 

pembangunan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan (Riyanto, 2023). Kerjasama internasional dalam 

perlindungan lingkungan juga perlu terus ditingkatkan. Permasalahan lingkungan global seperti perubahan iklim, 

penipisan lapisan ozon, dan pencemaran laut memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu di tingkat 

internasional (Erlangga et al., 2023). 

Pengembangan kapasitas dan penguatan kelembagaan di bidang perlindungan lingkungan perlu terus dilakukan. Hal 

ini mencakup peningkatan kemampuan sumber daya manusia, pengembangan teknologi ramah lingkungan, serta 

penguatan sistem monitoring dan evaluasi. Pendidikan dan kesadaran lingkungan juga merupakan aspek penting dalam 

upaya perlindungan lingkungan. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan dan kepatuhan 

terhadap hukum lingkungan perlu terus ditingkatkan melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi (Nugroho, 2022. 

Evaluasi dan penyempurnaan regulasi lingkungan perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya 

dalam memberikan perlindungan lingkungan. Perkembangan teknologi dan dinamika permasalahan lingkungan yang 

terus berubah memerlukan adaptasi regulasi yang sesuai. Perlindungan lingkungan melalui instrumen hukum pada 

akhirnya bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek 

ekonomi, sosial, dan lingkungan. Harmonisasi ketiga aspek tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam upaya 

pelestarian lingkungan untuk generasi masa kini dan masa depan (Iqbal et al., 2021). 

 

METODE 
Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini mengadopsi pendekatan studi kepustakaan yang mengedepankan proses pengumpulan data 

melalui penelaahan sumber-sumber literatur. Dalam prosesnya, peneliti melakukan eksplorasi dan investigasi mendalam 

terhadap objek penelitian dengan memanfaatkan informasi yang termuat dalam berbagai sumber akademik, khususnya 

buku dan jurnal ilmiah. Sebagai bentuk kajian literatur, penelitian ini melibatkan analisis komprehensif dan evaluasi 

kritis terhadap konsep, gagasan, dan temuan yang ada dalam publikasi akademis. Tujuan utamanya adalah 

menghasilkan sumbangsih pemikiran, baik secara teoretis maupun metodologis, yang selaras dengan subjek penelitian. 

Dalam hal pengumpulan data, penelitian ini bersandar pada data sekunder, yang diperoleh bukan melalui pengamatan 

langsung di lapangan, melainkan dari hasil riset terdahulu. Adapun sumber data sekunder yang digunakan mencakup 

artikel dan jurnal yang membahas tentang aspek hukum dan perlindungan lingkungan (Putra et al., 2023). 
 

Metode Penelitian 

Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini mengikuti beberapa tahapan sistematis, meliputi pengkajian 

literatur, penentuan judul, penyaringan abstrak, pemilihan naskah lengkap, dan penyusunan mini-review. Pencarian 

artikel dilaksanakan melalui platform Google Scholar dengan menggunakan frasa kunci "Hukum lingkungan dan 

perlindungan lingkungan", dibatasi pada publikasi yang terbit antara tahun 2021 sampai 2024. Artikel yang sesuai 

dengan parameter pencarian kemudian dikumpulkan untuk ditelaah secara mendalam. Tinjauan literatur ini secara 

khusus menggunakan dokumen yang tersedia dalam format PDF dengan akses penuh dan telah melewati proses peer 

review dalam jurnal ilmiah. Adapun kriteria pemilihan sumber dibatasi pada artikel berbahasa Indonesia dan Inggris 

yang berfokus pada hubungan hukum lingkungan dengan perlindungan lingkungan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
HASIL 

Literature review ini dilakukan untuk mengetahui hubungan hukum lingkungan dengan perlindungan lingkungan 

dengan teknik pengumpulan literatur yang sudah ada mengenai pengelolaan hubungan hukum lingkungan dengan 

perlindungan lingkungan. Literatur yang terkumpul dianalisis dengan tabel Critical Appraisal untuk menjawab tujuan 

dari pengukuran dan dibandingkan dengan hasil pengukuran sederhana. Terdapat 5 literatur yang membahas tentang 

hubungan hukum lingkungan dengan perlindungan lingkungan, semua jurnal tersebut adalah jurnal nasional yang 

dilakukan pencarian diportal google scholar dengan mengetik kata kunci “hubungan hukum lingkungan dengan 

perlindungan lingkungan” yang kemudian dianalisis menggunakan analisis critical appraisal untuk menganalisis dari 

inti jurnal dan hasil studi. Berikut ini adalah tabel analisis critical appraisal dari 5 jurnal:    

Tabel 1. Hasil Review 

Nama dan Tahun Judul Metode Hasil 

Ririassa, 2024 Pentingnya Peran Serta 

Masyarakat Dalam 

Perlindungan Lingkungan, 

Perspektif Hukum 

Lingkungan 

Dilakukan dengan 

cara melakukan 

edukasi ataupun 

sosialisasi bagi 

masyarakat. 

Peran serta masyarakat dalam 

perlindungan lingkungan menjadi hal 

yang sangat penting untuk 

dikedepankan dan menjadi  perilaku 

yang harus dibangun secara internal 

dan ekternal. Pengaturan tentang 

didalam hukum lingkungan khususnya 

UU No 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Dalam Artikel ini 

Hukum Lingkungan belum melindungi 

lingkungan. 

Laily, 2022 Penegakan hukum 

lingkungan sebagai upaya 

mengatasi permasalahan 

lingkungan hidup di 

indonesia.  

Metode yang 

digunkan 

merupakan 

metode kualitatif 

deskriptif. 

Penegakan hukum merupakan suatu proses 

dilaksanakannya upaya untuk tegaknya 

atau berfungsinya  suatu  norma-norma  

hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman  

perilaku  dalam hubungan-hubungan  

hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  

dan  bernegara.  

Fristikawati & 

Adipradana, 2022 

Perlindungan Lingkungan, 

dan Pembangunan Ibukota 

Negara (IKN) Dalam 

Tinjauan Hukum 

Metode yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah yuridis 

normatih yaitu 

menggunakan 

norma hukum dan 

aturan yang ada. 

Upaya untuk mengelola dampak yang 

merugikan dalam pembangunan IKN juga 

telah terlihat dalam pembuatan AMDAL 

berdasarkan KLHS yang telah 

dibuat.Namun, di dalam praktiknya, tidak 

bisa dipungkiri bahwa akan terdapat 

banyak gesekan kepentingan yang 

mungkin akan berpengaruh kepada 

lingkungan hidup dan juga masyarakat 

sekitar. 

Rachmat, 2022 Hukum Pidana 

Lingkungan di Indonesia 

berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 

2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup 

Pada penulisan ini 

menggunakan 

metode penelitian 

hukum yuridis 

normatif 

Penegakan   hukum   sebagai   suatu   

proses,   pada   hakikatnya   merupakan  

penerapan diskresi yang menyangkut 

membuat keputusan yang tidak secara 

ketat diatur  oleh  kaidah  hukum,  akan  

tetapi  mempunyai  unsur  penilaian  

pribadi. Oleh karena  itu  dapatlah  

dikatakan,  bahwa  penegakan  hukum  

bukanlah  semata-mata berarti   

pelaksanaan   perundang-undangan,   

walaupun   di   dalam   kenyataan   di  

Indonesia     kecenderungannya     adalah     

demikian,     sehingga     pengertian     law  

enforcement   begitu   populer.  

Aritonang, 2021 Peran Alternatif 

Penyelesaian Sengketa Di 

Luar Pengadilan Dalam 

Perlindungan Dan 

Metode yang 

digunkan 

merupakan 

metode kualitatif 

Hasil dari penelitian ini mengeukakan 

bahwa mekanisme hukum lingkungan 

merupakan bagian dari kebijakan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
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Pengelolaan Lingkungan 

Hidup 

deskriptif. hidup di Indonesia yang mendukung 

terciptanya pembangunan berkelanjutan 

berwawasan lingkungan 

 

PEMBAHASAN 

Hukum lingkungan merupakan bagian integral dari usaha untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, di mana 

perlindungan lingkungan harus sejalan dengan kepentingan ekonomi dan sosial (Haerunnisa et al., 2023). Artikel yang 

telah disintesis yang berjumlah 5 Artikel memiliki kesamaan hasil penelitian, hasil penelitiannya menyatakan Hukum 

Lingkungan belum memberikan perlindungan terhadap lingkungan. Hukum lingkungan seharusnya adalah sekumpulan 

peraturan yang dirancang untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan pencemaran. Namun, di banyak negara, 

termasuk Indonesia, seringkali hukum ini tidak diterapkan secara efektif. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak 

berjalannya hukum lingkungan, antara lain: 
 

Kurangnya Penegakan Hukum 
 

Banyak regulasi lingkungan yang ada tidak diikuti dengan penegakan hukum yang tegas. Misalnya, perusahaan yang 

melanggar peraturan lingkungan sering kali tidak mendapatkan sanksi yang sesuai, sehingga mendorong perilaku yang 

merugikan lingkungan.Tanpa penegakan hukum yang konsisten, peraturan lingkungan menjadi tidak lebih dari sekadar 

kata-kata di atas kertas. Kurangnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor krusial yang menyebabkan tidak 

efektifnya implementasi hukum lingkungan di berbagai wilayah. Ketika penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, 

hal ini menciptakan celah bagi berbagai pihak untuk mengabaikan regulasi lingkungan yang telah ditetapkan. Situasi ini 

semakin diperburuk dengan minimnya pengawasan dan tindakan tegas terhadap para pelanggar aturan lingkungan 

(Candrakirana, 2015). 

Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga berkontribusi pada tidak efektifnya penegakan hukum 

lingkungan. Seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan antara berbagai instansi yang bertanggung jawab dalam 

pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Kondisi ini mengakibatkan ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan 

tanggung jawab, sehingga banyak kasus pelanggaran lingkungan yang tidak tertangani dengan baik. Keterbatasan 

sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung turut memperlemah upaya penegakan hukum lingkungan. Jumlah 

personel yang tidak memadai, minimnya pelatihan khusus, serta terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan menjadi 

hambatan serius dalam mengimplementasikan regulasi lingkungan secara efektif. Akibatnya, banyak pelanggaran 

lingkungan yang lolos dari pengawasan atau tidak dapat ditindaklanjuti secara optimal (Haspada, 2023). 

Sanksi yang tidak memberikan efek jera menjadi permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum lingkungan. 

Denda atau hukuman yang dijatuhkan seringkali tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari 

aktivitas perusakan lingkungan. Hal ini membuat para pelanggar cenderung mengabaikan aturan karena menganggap 

sanksi yang ada tidak terlalu memberatkan dibandingkan dengan potensi keuntungan yang bisa didapat. Kurangnya 

transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum lingkungan juga menjadi faktor penghambat. Praktik 

korupsi dan kolusi dalam proses perizinan serta pengawasan lingkungan masih sering terjadi, yang mengakibatkan 

lemahnya penegakan hukum. Situasi ini diperparah dengan terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan proses 

pengambilan keputusan terkait masalah lingkungan (Situmeang, 2019). 

Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum lingkungan turut 

berkontribusi pada tidak efektifnya implementasi regulasi lingkungan. Masyarakat seringkali enggan melaporkan 

pelanggaran lingkungan yang terjadi di sekitar mereka, baik karena ketidaktahuan akan mekanisme pelaporan maupun 

kekhawatiran akan konsekuensi yang mungkin timbul. Padahal, peran aktif masyarakat sangat penting dalam membantu 

aparat penegak hukum mengidentifikasi dan menindak pelanggaran lingkungan (Suyudi et al., 2023). 
 

Keterbatasan Sumber Daya 
 

Keterbatasan sumber daya merupakan salah satu kendala signifikan yang menghambat implementasi efektif hukum 

lingkungan di berbagai daerah. Kondisi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia 

yang kompeten, minimnya anggaran operasional, hingga kurangnya infrastruktur dan peralatan pendukung yang 

diperlukan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan secara optimal. Keterbatasan ini secara 

langsung berdampak pada kemampuan institusi terkait dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan 

lingkungan (Rusydi et al., 2023). 

Dari segi sumber daya manusia, jumlah personel yang tidak memadai serta kurangnya keahlian khusus menjadi 

hambatan serius. Banyak institusi penegak hukum lingkungan menghadapi kesulitan dalam merekrut dan 

mempertahankan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan. Keterbatasan ini diperparah dengan 

minimnya program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan bagi para petugas, sehingga mereka tidak 

dapat mengikuti perkembangan isu dan teknologi terkini dalam pengelolaan lingkungan (Dima et al., 2024). 

Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor krusial yang menghambat efektivitas penegakan hukum lingkungan. 

Alokasi dana yang terbatas mengakibatkan institusi terkait tidak dapat melakukan pengawasan secara rutin dan 

menyeluruh, terutama di daerah-daerah terpencil yang membutuhkan biaya operasional lebih besar. Selain itu, 

keterbatasan anggaran juga mempengaruhi kemampuan institusi dalam melakukan investigasi, pengumpulan bukti, dan 

tindakan penegakan hukum yang memadai (Makruf et al., 2023). 
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Infrastruktur dan peralatan yang tidak memadai turut memperlemah upaya penegakan hukum lingkungan. Banyak 

institusi tidak memiliki laboratorium pengujian yang memadai, peralatan pemantauan yang modern, atau sistem 

database yang terintegrasi untuk mengelola data dan informasi lingkungan. Keterbatasan ini menyulitkan proses 

identifikasi, pembuktian, dan penindakan terhadap pelanggaran lingkungan yang terjadi. Keterbatasan sumber daya 

teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi kendala dalam koordinasi dan pertukaran informasi antar institusi 

terkait. Hal ini mengakibatkan lambatnya respon terhadap laporan pelanggaran lingkungan dan kurang efektifnya proses 

penanganan kasus. Selain itu, keterbatasan akses terhadap teknologi modern membuat institusi penegak hukum 

kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pemantauan lingkungan yang efisien dan real-time (Nuraeni et al., 2022). 
 

Kurangnya Kesadaran Publik 
 

Kurangnya kesadaran publik merupakan faktor fundamental yang berkontribusi terhadap tidak efektifnya 

implementasi hukum lingkungan dalam masyarakat. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga 

lingkungan dan mematuhi regulasi yang ada menciptakan sikap apatis terhadap berbagai permasalahan lingkungan yang 

terjadi di sekitar mereka. Hal ini tercermin dari masih banyaknya perilaku masyarakat yang tidak ramah lingkungan, 

seperti membuang sampah sembarangan, melakukan pembakaran lahan, atau mengabaikan aturan pengelolaan limbah. 

Minimnya edukasi dan sosialisasi mengenai hukum lingkungan juga berkontribusi pada rendahnya kesadaran publik. 

Banyak masyarakat yang tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks perlindungan lingkungan, serta 

tidak mengetahui mekanisme pelaporan pelanggaran lingkungan yang terjadi di sekitar mereka. Akibatnya, berbagai 

pelanggaran lingkungan seringkali tidak terlaporkan dan tidak mendapat penanganan yang semestinya dari pihak 

berwenang. 

Paradigma yang keliru dalam memandang hubungan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan 

turut memperburuk situasi. Masih banyak pihak yang menganggap bahwa regulasi lingkungan merupakan hambatan 

bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Pandangan ini mengakibatkan masyarakat cenderung menomorduakan 

aspek perlindungan lingkungan demi mencapai keuntungan ekonomi jangka pendek, tanpa mempertimbangkan dampak 

jangka panjang terhadap keberlanjutan lingkungan. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penegakan 

hukum lingkungan juga mencerminkan kurangnya kesadaran publik. Meskipun regulasi telah memberikan ruang bagi 

keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan lingkungan, namun partisipasi yang ada 

masih sangat terbatas. Banyak masyarakat yang enggan terlibat dalam forum-forum publik terkait kebijakan lingkungan 

atau memberikan masukan terhadap rencana-rencana pembangunan yang berpotensi berdampak pada lingkungan 

(Denasetya & Fatahilah, 2024). 

Kurangnya keteladanan dari tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mematuhi hukum lingkungan juga 

mempengaruhi kesadaran publik secara umum. Ketika masyarakat melihat bahwa para pemimpin dan pengambil 

kebijakan tidak menunjukkan komitmen yang kuat terhadap perlindungan lingkungan, hal ini dapat menurunkan 

motivasi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam upaya penegakan hukum lingkungan. Situasi ini menciptakan 

lingkaran setan di mana rendahnya kesadaran publik terus berlanjut dan memperlemah efektivitas implementasi hukum 

lingkungan. 
 

Korupsi 
 

Korupsi merupakan faktor serius yang menggerogoti efektivitas implementasi hukum lingkungan di berbagai 

tingkatan. Praktik korupsi dalam konteks lingkungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penyuapan dalam 

proses perizinan lingkungan, manipulasi data pengawasan, hingga pengabaian pelanggaran lingkungan dengan imbalan 

tertentu. Tindakan-tindakan koruptif ini secara langsung melemahkan sistem penegakan hukum lingkungan dan 

menciptakan budaya impunitas di kalangan pelanggar aturan lingkungan. Dalam proses perizinan lingkungan, praktik 

korupsi seringkali muncul dalam bentuk pemberian suap untuk memperlancar penerbitan izin tanpa memenuhi 

persyaratan yang seharusnya, atau bahkan mengabaikan hasil analisis dampak lingkungan yang negatif. Hal ini 

mengakibatkan banyak proyek atau kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan tetap dapat beroperasi dengan kedok 

legalitas formal. Situasi ini diperparah dengan adanya jaringan kolusi antara oknum pejabat, pengusaha, dan pihak-

pihak yang seharusnya melakukan pengawasan (Nagara et al., 2019). 

Korupsi juga mempengaruhi proses pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di lapangan. Seringkali terjadi 

praktik "pemutihan" terhadap pelanggaran lingkungan melalui manipulasi data pemantauan atau pengabaian temuan 

pelanggaran dengan imbalan tertentu. Akibatnya, banyak kasus pelanggaran lingkungan yang serius tidak pernah 

terungkap atau tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, sehingga pelaku dapat terus melakukan aktivitas yang 

merugikan lingkungan tanpa konsekuensi hukum yang berarti. Dampak korupsi terhadap penegakan hukum lingkungan 

juga tercermin dari lemahnya sanksi yang dijatuhkan kepada para pelanggar. Dalam banyak kasus, pelaku pelanggaran 

lingkungan dapat menghindari sanksi berat atau bahkan lolos dari jeratan hukum melalui praktik suap kepada aparat 

penegak hukum. Situasi ini menciptakan preseden buruk dan mengurangi efek jera bagi potential pelanggar lainnya, 

sekaligus menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum lingkungan secara keseluruhan 

(Hernanda, 2021). 

 

KESIMPULAN 
Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa tidak berjalannya hukum lingkungan menjadi tantangan besar dalam 

perlindungan lingkungan. Penegakan hukum yang lemah, korupsi, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya kesadaran 
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publik menjadi faktor utama yang harus diatasi. Untuk meningkatkan perlindungan lingkungan, perlu adanya kerjasama 

antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menegakkan hukum yang ada dan menciptakan kesadaran akan 

pentingnya lingkungan yang sehat. 
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